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Abstrak
Jual beli kaveling tanah untuk memasarkannya penjual menggunakan media brosur, yang isinya bidang tanah sebagai miliknya, calon pembeli dijanjikan dua tahun sejak transaksi sertifikat atas tanah telah terbit atas nama pembeli. Kenyataannya kaveling tanah yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang lain, yang berarti belum menyelesaikan status hak atas tanahnya. Tindakan penjual tersebut melanggar ketentuan Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman, namun JPU mendakwa dalam dakwaan tunggal pelaku telah melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan, sehingga yang dipermasalahkan adalah apa dasar pertimbangan JPU mendakwa Ady Priyo Leksono dengan Pasal 378 KUHP dalam kasus yang diputus dengan putusan Nomor 124/Pid.B/ 2019/Pn Kds dan apakah Pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman tidak patut untuk didakwakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatutan Pasal  154 UU Nomor 1 Tahun 2011 untuk didakwakan. Pembahasan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approoach), diperoleh suatu kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Penuntut Umum mendakwa Ady Priyo Leksono dengan Pasal   378   KUHP dalam putusan Nomor 124/Pid.B/ 2019/Pn Kds., karena tindakan Ady Priyo Leksono menurut persepsi  JPU telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. kepatutan pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2011 untuk didakwakan, karena JPU dalam membuat surat dakwaan belum memenuhi asas kecermatan dan kepatutan, bahwa  terdakwa telah menjual kaveling tanah yang belum terselesaikannya status hak atas tanahnya, tindakan Terdakwa pada kenyataannya juga telah melanggar ketentuan Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.
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Abstract

Buying and selling land plots to market the seller uses brochures, which contain the land parcels as his property, the prospective buyer is promised two years after the transaction for land certificates has been issued on behalf of the buyer. The plot of land that is used as the object of sale and purchase is owned by someone else, which means that the status of the land right has not been finalized. The seller's actions violate the provisions of Article 154 of Law no. 1 of 2011 concerning housing and residential areas, but the prosecutor charged that in the single indictment the perpetrator had violated Article 378 of the Criminal Code concerning fraud, so that what is at issue is what is the basis for the prosecutor's consideration to charge Ady Priyo Leksono with Article 378 of the Criminal Code in cases decided by verdict Number 124 / Pid .B / 2019 / Pn Kds and whether Article 154 of Law Number 1 of 2011 concerning housing and settlement areas is not appropriate to be accused. This study aims to analyze the appropriateness of Article 154 of Law Number 1 Year 2011 to be indicted. The discussion using the normative legal research type, with a statute approach and a conceptual approach, concluded that the basis for the consideration of the public prosecutor charged Ady Priyo Leksono with Article 378 of the Criminal Code in decision Number 124 / Pid.B / 2019 / Pn Kds., Because Ady Priyo Leksono's actions, according to the prosecutor's perception, have met the elements of Article 378 of the Criminal Code. the appropriateness of article 154 of Law No.1 of 2011 to be charged, because the Prosecutor in making the indictment had not yet fulfilled the principles of due diligence and propriety, that the defendant had sold a plot of land whose status of land rights had not been resolved, the defendant's actions had violated the provisions of Article 154 of Law No. 1 of  2011 concerning housing and settlement areas
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PENDAHULUAN 
Pembangunan perumahan oleh pengembang menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah adalah “institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman”. Pengembang perumahan (real estate developer) atau biasa juga disingkat pengembang/developer menurut Serfianto Dibyo Purnomo adalah “orang perorangan atau perusahaan yang bekerja mengembangkan suatu kawasan permukiman menjadi perumahan yang layak huni dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijual kepada masyarakat (Purnomo 2011). Pengembang dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan hukum dalam memasarkan tidak jarang melibatkan pihak ketiga yakni agen yang bergerak di bidang jual beli perumahan yang dikenal dengan sebutan “broker” (Purnomo 2011).
    Jual beli pembangunan perumahan, yang dijadikan obyek jual beli perumahan adalah jual beli hak atas tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah (Santoso 2010). Pengembang dilarang menjual tanah kaveling, menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 1 Tahun 2011 mengartikan kaveling tanah matang adalah “sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan”. 

Penjelasan   Pasal   146   ayat (1) UU No. 1 Tahun 2011 mengatur bahwa kaveling tanah matang adalah “suatu kegiatan badan hukum yang dengan sengaja hanya memasarkan Kaveling tanah matang kepada konsumen tanpa membangun rumah terlebih dahulu”. Sedangkan, menurut Pasal 146 UU No. 1 Tahun 2011 mengatur bahwa “badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah”, larangan ditujukan kepada pengembang yang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah. Namun larangan tersebut tidak mutlak, 
karena sebagaimana Pasal 146 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2011, larangan penjualan kaveling tanah untuk pembangunan perumahan MBR tidaklah mutlak, melainkan ada suatu perkecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan”.

    Pasal 146 UU No. 1 Tahun 2011 dijelaskan bahwa “pengembang berbentuk badan hukum dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa bangunan rumah. Penjualan kaveling tanah matang kepada konsumen hanya dapat dilakukan apabila badan hukum tersebut telah membangun perumahan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari rencana pembangunan perumahan di Lingkungan siap bangun (selanjutnya disingkat Lisiba) dan dalam keadaan terjadi krisis moneter nasional yang berakibat pada kesulitan likuiditas pada badan hukum tersebut. Penjelasan Pasal 146 UU No. 1 Tahun 2011 mengatur bahwa  “Larangan penjualan kaveling tanah matang tanpa bangunan rumah tersebut dikecualikan bagi pengembang yang membangun perumahan untuk MBR dengan kaveling tanah matang ukuran kecil”, ketentuan ini tidak menyebut mengenai bentuk hukum pengembang dan tidak ada penjelasan klasifikasi pembangunan perumahan MBR. Namun demikian Pasal 137 UU No. 1 Tahun 2011 menentukan bahwa: Setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya. Melanggar larangan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011, yang menentukan bahwa “Setiap orang yang menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun  atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Penjualan kaveling tanah ini terjadi dalam kasus terdakwa (Ady Priyo Leksono), yang diawali pada bulan Maret 2014 di Kota Kab. Kudus Ady Priyo Leksono, menawarkan tanah kaveling terletak di Jl. Ganesha IV Kota Kab. Kudus kepada Catur Sasetiyo Utomo, adapun tanah kaveling yang ditawarkan Ady Priyo Leksono kepada korban (Catur Sasetiyo Utomo) yaitu sebidang tanah kaveling No. 6 dengan ukuran 65,54 M² seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian Ady Priyo Leksono mengatakan kepada  Catur Sasetiyo Utomo bahwa tanah kaveling yang dijual tersebut adalah milik Ady Priyo Leksono, padahal sesungguhnya tanah tersebut adalah milik PUR dkk (bagian waris) dan selanjutnya Ady Priyo Leksono menjanjikan kepada Catur Sasetiyo Utomo  bahwa dalam waktu 2 (dua) tahun sertifikat kaveling tanah tersebut akan dibalik nama atas nama Catur Sasetiyo Utomo dan Ady Priyo Leksono. Pada saat menjual kaveling tanah tersebut, terdakwa memberi brosur penjualan kaveling tanah kepada Catur Sasetiyo Utomo sehingga dengan kata-kata dan janji-janji  tersebut di atas, Catur Sasetiyo Utomo bersedia membeli kaveling tanah yang ditawarkan Ady Priyo Leksono. Catur Sasetiyo Utomo telah membayar uang pembelian kaveling tanah tersebut sebanyak Rp  50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pada Oktober 2014 Ady Priyo Leksono menawarkan lagi 3 (tiga) bidang kaveling tanah yang terletak di Jl. Ganesha Kota Kab. Kudus kepada  Catur Sasetiyo Utomo  yaitu kaveling tanah No. 7 dengan ukuran 65,5 M² seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanah kaveling No. 8 dengan ukuran 65,54 M² seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanah kaveling No. 9 dengan ukuran 65,54 M² seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 02 Oktober 2014 bertempat dirumah  Catur Sasetiyo Utomo menyerahkan 1 (satu) unit mobil Ford Everest tahun 2004 Nomor Polisi H-8874-GH seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) berikut STNK dan BPKB kepada Ady Priyo Leksono untuk membayar pembelian 3 (tiga) kaveling tanah No. 7, No. 8, No. 9.

Pada bulan Desember 2014, di Kantor CV . Tika Bangkit di Kab. Kudus, Catur Sasetiyo Utomo  menyerahkan uang pembelian kaveling tanah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Ady Priyo Leksono ternyata sampai bulan Juni 2017  Catur Sasetiyo Utomo tidak menerima sertifikat 4 (empat) bidang kaveling tanah yang telah dibelinya dari Ady Priyo Leksono dan sampai sekarang, Ady Priyo Leksono tidak mengembalikan uang milik Catur Sasetiyo Utomo.

Ady Priyo Leksono telah menggunakan uang milik Catur Sasetiyo Utomo sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) untuk keperluan pribadi Ady Priyo Leksono tanpa ijin dari pemiliknya. Akibat perbuatan Ady Priyo Leksono tersebut Catur Sasetiyo Utomo mengalami kerugian sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Jaksa penuntut umum (JPU)  Kejaksaan Negeri Kudus mendakwa Ady Priyo Leksono dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP. Dakwaan tunggal lazim digunakan apabila JPU telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya terdakwa tidak lepas dari tindak pidana yang didakwakan (Samadi 2015).
Pengadilan Negeri Kudus dalam putusannya No. 124/Pid.B/2019/Pn.Kds, menyatakan  Ady Priyo Leksono  terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana    dakwaan   JPU dan    menjatuhkan pidana terhadap Ady Priyo Leksono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahnnya: 
1. Apa dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ady Priyo Leksono dengan Pasal   378   KUHP   dalam   kasus yang diputus dengan putusan Nomor 124/Pid.B/ 2019/Pn Kds ?
2. Apakah Pasal  154 UU Nomor 1 Tahun 2011 tidak patut untuk didakwakan? 
METODE PENELITIAN
Penelitian hukum normatif dalam skripsi ini berkaitan dengan kewenangan JPU dalam membuat dakwaan terhadap suatu perbuatan terdakwa, namun dakwaan tersebut harus sesuai dengan perbuatan terdakwa. Metode pendekatan yang digunakan meliputi  Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approoach). Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah undang-undang antara lain :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.”
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah.”
Konsep hukum yang dianalisis oleh penulis adalah berkaitan dengan konsep kewenangan JPU dalam membuat surat dakwaan”. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan materi yang dibahas, di antaranya:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah.”
b. Bahan hukum sekunder, yaitu ”bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu literatur maupun karya ilmiah para sarjana yang  ada hubungannya dengan materi yang dibahas, yakni tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman”.
Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini dimulai denganpengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan JPU mendakwa Ady Priyo Leksono dengan Pasal   378   KUHP   dalam   Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2019/Pn Kds. Dikarenakan JPU yakin bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu dakwaannya merupakan dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat karena di dalamnya dirumuskan satu tindak pidana saja, tidak terdapat dakwaan lain, baik sebagai alternatif maupun sebagai pengganti (Ajadan 2019).
Ketentuan Pasal 378 KUHP yang dikutip dari (Soesilo 1997)  unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. unsur subyektif : barangsiapa

b. unsur obyektif : 

- 
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

- 
melawan hukum;

- 
suatu benda;

- 
dengan memakai nama palsu;

- 
rangkaian kebohongan.

-
tipu muslihat. 
1.) Unsur “barangsiapa”, yaitu setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum (Mertokusumo 2007).  Barangsiapa merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana, menurut (Wiyanto 2012) adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana.
 Unsur subyektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku. Perihal unsur subyektif (Kartanegara 2003) membedakan menjadi dua macam, yaitu: kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan. Pelaku tindak pidana sebagaimana Pasal 55 ayat (1) KE - 1 KUHP yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam kasus penipuan dalam jual beli kaveling tanah adalah Ady Priyo Leksono, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi.
2.) Unsur kedua, yaitu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, merupakan unsur obyektif. Pelaku melakukan penipuan dengan sengaja dan mempunyai niat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Keuntungan tidak hanya berupa harta kekayaan saja, namun juga dapat berupa sesuatu yang memberi keuntungan non-materiil, seperti pembebasan piutang.
Pengertian sengaja menurut (Moeljatno 2000) meliputi:
1.  Kesengajaan sebagai maksud yaitu pelaku menghendaki adanya suatu akibat yang dilarang dari perbuatannya dikenal juga dengan kesengajaan sebagai maksut.
2.  Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu pelaku hanya dapat mencapai apa yang dituju tersebut dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang. 

3.  Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu pelaku mengetahui kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun pelaku tidak mengurungkan maksud untuk melakukan perbuatannya tersebut.
Dengan sengaja berkaitan dengan tindak pidana penipuan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi sebagai berikut: “Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu menurut (Sianturi 2012) adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Jadi kesengajaan dalam tindak pidana penipuan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Ady Priyo Leksono mengetahui bahwa empat bidang kaveling tanah yang dijual kepada Catur Sasetiyo Utomo bukan miliknya melainkan masih tanah waris yang belum dibagi milik ahli waris Lilah dan Sukaenah dan sertifikat kepemilikan hak atas tanah tersebut berada dalam kekuasaan ahli waris Lilah dan menjanjikan dua tahun setelah transaksi pengurusan sertifikat dengan balik nama atas nama pembeli tidak akan mungkin dilakukan. 
Janji tersebut tidak mungkin terpenuhi, karena bidang kaveling tanah yang diperjualbelikan adalah milik orang lain. Ady Priyo Leksono tidak ada cara lain untuk mendapatkan keuntungan secara materiil sebesar Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), termasuk sebagai Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang, sehingga unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi.
3) Unsur ketiga yaitu “melawan hukum dengan memiliki suatu benda.” Pengertian megenai memiliki secara melawan hukum dijelaskan lebih lanjut, bahwa Melawan Hukum  merupakan perbuatan dimana pelaku menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan tersebut dilarang oleh hukum, namun dengan sengaja ia tetap melakukan perbuatan tersebut. Dikutip dari (Sianturi 2012) Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atau benda itu. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, “memiliki yaitu menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. 
Jadi apabila barang tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan didasarkan atas kesengajaan secara melawan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang secara melawan hukum. (Lamintang 1986) mengemukakan: “Perkataan menguasai secara melawan hukum yaitu menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”. Benda yang ada padanya adalah benda yang dikuasai oleh si pelaku, tanpa menghiraukan apakah ia secara pribadi menguasai benda tersebut ataukah menyuruh orang lain untuk menguasainya. Termasuk ke dalam pengertiannya adalah juga menyuruh pihak ketiga menyimpan benda tersebut untuk kepentingannya. Empat bidang kaveling tanah tersebut adalah milik ahli waris Lilah dan Sukaenah, diakui oleh Ady Priyo Leksono sebagai miliknya diperjualbelikan kepada umum menggunakan brosur penjualan kaveling tanah milik Ady Priyo Leksono dan pembelinya adalah Catur Sasetiyo Utomo, sehingga unsur melawan hukum dengan memiliki suatu benda telah terpenuhi.
4) Unsur keempat, yaitu “dengan memakai nama palsu”, unsur dengan memakai nama palsu menurut Satauchid Kartanegara adalah “suatu nama palsu itu harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri” (Lamintang 1986). Ady Priyo Leksono dalam menawarkan untuk dijual empat kaveling tanah tersebut, guna meyakinkan calon pembeli, membentuk badan usaha berbentuk CV Tika Bangkit, padahal CV Tika Bangkit miliknya tersebut tidak pernah ada, sehingga unsur dengan memakai nama palsu telah terpenuhi.
5) Unsur kelima, yaitu “rangkaian kebohongan”. Unsur tersebut menurut (Sianturi 2012) adalah beberapa keterangan yang saling mengisi dan seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Ady Priyo Leksono dalam memperjualbelikan kaveling tanah, membuat dan mengedarkan brosur yang isinya menjual kaveling tanah dengan luas dan harga satuan kaveling tanah, jaminan tanah yang dijual adalah milik Ady Priyo Leksono, serta pengurusan sertifikat tanah kaveling yang dijual dalam waktu 2 (dua) tahun sertifikat hak milik atas nama pembeli telah terbit, padahal kaveling tanah yang dijual bukan miliknya sendiri, karenanya jika Ady Priyo Leksono menjanjikan pengurusan sertifikat tanah kaveling yang dijual dalam waktu 2 (dua) tahun merupakan suatu kebohongan, sehingga unsur rangkaian  kebohongan telah terpenuhi.
6) Unsur keenam yaitu “tipu muslihat”. Unsur tipu muslihat adalah “suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukannya” (Sugandhi 1980). Ady Priyo Leksono untuk meyakinkan calon konsumen dalam usahanya jual beli kaveling tanah, membuat brosur dan mengedarkan, di dalamnya berisi  rangkaian kalimat bahwa kaveling tanah yang dijual adalah miliknya, luas dan harga satuan kaveling tanah, jaminan tanah yang dijual adalah milik Ady Priyo Leksono, serta pengurusan sertifikat tanah kaveling yang dijual dalam waktu 2 (dua) tahun sertifikat hak milik atas nama pembeli telah terbit, sehingga unsur tipu muslihat telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas terkait dengan penjabaran unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, dituntut dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus dalam putusannya Nomor 124/Pid.B/2019/Pn.Kds, dapat dijelaskan bahwa tindakan Ady Priyo Leksono tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan.

 Namun, jika dilihat pada fakta didalam persidangan tindakan Ady Priyo Leksono yang menjual kaveling tanah dengan menjanjikan kaveling tanah miliknya dan kemudian berjanji akan mengurus sertifikat dan balik nama menjadi atas nama Catur Sasetiyo Utomo, jelas tindakan pelaku telah menjual kaveling tanah padahal dirinya belum menyelesaikan status hak atas tanahnya tersebut. Hal ini berarti jika jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal bahwa Ady Priyo Leksono telah melanggar Pasal 378 KUHP adalah kurang tepat, lebih tepat jika Ady Priyo Leksono didakwa, dituntut dan diputus sebagai pelaku tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Patut Didakwakan Penuntut Umum
Bahwa JPU yang mendakwa pelaku telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP, yang berarti bahwa jaksa dalam menyusun surat dakwaan belum memenuhi asas kecermatan dan kepatutan, karena tanpa mempertimbangkan dalam dakwaan bahwa  terdakwa telah menjual kaveling tanah yang belum terselesaikannya status hak atas tanahnya, tindakan Terdakwa pada kenyataannya telah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011 sebagai perbarengan tindak pidana.

Mengutip dari (Muliawan 2018), bahwa orang perseorangan atau badan hukum sebagai penyelenggara pembangunan perumahan memerlukan bidang tanah. Bahwa dalam pelaksanaan suatu pembangunan harus ada terlebih dahulu tersedianya komponen yang paling prinsip yang dinamakan lahan atau tanah, tanpa adanya   komponen yang   utama   ini,  maka     pembangunan tidak akan terwujud. 

Adapun tata cara pemberian ijin lokasi sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 

1. Ijin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.

 2. Surat pemberian ijin lokasi ditandatangani oleh Bupati / Walikota atau untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait. 

3. Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan pemberian ijin lokasi disiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. 

4. Rapat koordinasi pertimbangan pemberian ijin lokasi disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon. 

5. Konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah meliputi penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah. 

Empat bidang kaveling tanah yang dijadikan obyek jual beli oleh Ady Priyo Leksono belum mendapatkan izin lokasi karena memang tidak pernah mengajukan permohonan izin lokasi, ditinjau dari aspek penguasaan bidang tanah, empat bidang kaveling tanah yang dijadikan obyek jual beli bukan milik Ady Priyo Leksono melalui pembebasan tanah, melainkan milik ahli waris milik ahli waris Lilah dan Sukaenah dan sertifikat kepemilikan hak atas tanah tersebut berada dalam kekuasaan ahli waris Lilah, yang diklaim milik Ady Priyo Leksono, kemudian titik sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut berada dalam kekuasaan ahli waris Lilah.


Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 137 UU No. 1 Tahun 2011, menentukan bahwa: Setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya. Ketentuan Pasal 137 UU No. 1 Tahun 2011, di dalamnya terkandung unsur:

1) Unsur “Setiap orang” menurut Pasal 1 angka 25 UU No. 1 Tahun 2011 adalah orang perseorangan atau badan hukum, setiap orang terkait dengan penyelenggara perumahan yang dikenal dengan pengembang perumahan (real estate developer) atau biasa juga disingkat pengembang/developer menurut (Purnomo 2011) adalah orang perorangan atau perusahaan yang bekerja mengembangkan suatu kawasan permukiman menjadi perumahan yang layak huni dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijual kepada masyarakat. Pengembang dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan hukum dalam memasarkan tidak jarang melibatkan pihak ketiga yakni agen yang bergerak di bidang jual beli perumahan yang dikenal dengan sebutan broker (Purnomo 2011). Pengembang perumahan dapat berbentuk orang perseorangan atau badan hukum menurut Pasal 1 angka 26 UU No. 1 Tahun 2011 adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Ady Priyo Leksono memperjualbelikan kaveling tanah, termasuk sebagai pengembang orang perseorangan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.
2) Unsur “menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba”. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2011, bahwa pengembang diperkenankan menjual bangunan perumahan yang masih pada tahap proses pembangunan, penjualan hanya dapat dilakukan dengan sistem PPJB. PPJB dapat dilakukan selama telah memenuhi persyaratan, di antaranya persyaratan  kepastian status tanah; hal pokok yang dijanjikan; IMB induk; telah tersedia prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan perumahan telah dibangun sedikitnya 20%. Dikaitan dengan Pasal 146 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2011, adanya larangan pengembang membangun Lisiba menjual kaveling tanah matang padahal belum ada pembangunan perumahan. Pengembang menjual kaveling tanah padahal belum ada bangunan rumah berarti dengan sengaja hanya memasarkan kaveling tanah matang kepada konsumen tanpa membangun rumah terlebih dahulu. Penjualan yang demikian adalah dilarang, kecuali dilakukan apabila badan hukum tersebut telah membangun perumahan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari rencana pembangunan perumahan di Lisiba dan dalam keadaan terjadi krisis moneter nasional yang berakibat pada kesulitan likuiditas pada badan hukum tersebut. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Ady Priyo Leksono menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba berupa empat bidang kaveling tanah kepada Catur Sasetiyo Utomo, padahal belum memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 42 ayat (2) jo Pasal 146 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2011 beserta Penjalasannya, sehingga unsur menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba atau kaveling tanah telah terpenuhi.
3) Unsur “belum menyelesaikan status hak atas tanahnya”, jual beli pembangunan perumahan, menurut (Santoso 2010) bahwa yang dijadikan objek jual beli perumahan adalah jual beli hak atas tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah. Pengembang menjual kaveling tanah, menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 1 Tahun 2011 mengartikan kaveling tanah matang adalah “sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan”. Perihal status tanah untuk pembangunan perumahan harus berbentuk tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan. Ady Priyo Leksono menjual empat bidang kaveling tanah yang diklaim sebagaimana brosur yang dibuat dan diedarkan adalah miliknya, namun kenyataan bidang tanah tersebut masih merupakan tanah waris yang belum dibagi milik ahli waris Lilah dan Sukaenah dan sertifikat kepemilikan hak atas tanah tersebut berada dalam kekuasaan ahli waris Lilah. Oleh karena status tanah hak milik bukan milik Ady Priyo Leksono, sehingga tidak mungkin Ady Priyo Leksono menyelesaikan status tanah kaveling yang dijualnya, sehingga unsur belum menyelesaikan status hak atas tanahnya telah terpenuhi.
   Memperhatikan uraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 137 UU No. 1 Tahun 2011 dapat dijelaskan bahwa Ady Priyo Leksono yang menjual empat bidang berupa kaveling tanah kepada Catur Sasetiyo Utomo, tindakannya telah melanggar ketentuan Pasal 137 UU No. 1 Tahun 2011 karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi. Tindakan Ady Priyo Leksono yang melanggar ketentuan Pasal 137 UU No. 1 Tahun 2011 dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pada Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011, menentukan bahwa “Setiap orang yang menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun  atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Ady Priyo Leksono oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam putusannya Nomor 124/Pid.B/ 2019/ Pn Kds, diputus telah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ady Priyo Leksono, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. 
Tindakan Ady Priyo Leksono juga telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011, yang berarti bahwa Ady Priyo Leksono telah melakukan satu perbuatan yakni menjual kaveling tanah yang belum memenuhi persyaratan dalam jual beli kaveling tanah dengan menerbitkan dan mengedarkan brosur yang menjanjikan tanah milik penjual, menjanjikan status tanah dengan sertifikat atas nama pembeli, namun tindakannya melanggar dua peraturan perundang-undangan yakni Pasal 378 KUHP dan Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011, yang dikenal dengan perbarengan atau konkursus, yakni “pelaku melakukan satu perbuatan, namun dari perbuatannya tersebut melanggar  beberapa jenis tindak pidana, di dalam doktrin tersebut disebut sebagai perbarengan tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut samenloop van strafbare feiten atau concursus”. 
Konkursus menurut (Wiyanto 2012) “pelaku melakukan satu perbuatan, perbuatan tersebut meliputi beberapa jenis perbuatan pidana, disebut pula dengan samenloop van strafbare feiten atau concursus”. Soesilo menyebutnya sebagai gabungan perbuatan pidana, yang menggambarkan seorang melakukan beberapa peristiwa pidana. Selanjutnya (Soesilo 1997) mengemukakan “gabungan (samenloop) peristiwa pidana  itu dibedakan atas 3 (tiga) macam: 

1) gabungan satu perbuatan (concursus idealis) Pasal 63 KUHP, 

2) perbuatan yang diteruskan (Voortgezette handeling), Pasal 64 KUHP,
3) gabungan beberapa (concursus realis), Pasal 65”. 
Gabungan satu perbuatan menurut Pasal 63 KUHP ialah melakukan suatu perbuatan yang didalamnya termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu tanpa menghapuskan yang lain. Pada Pasal 63 ayat (2) KUHP, menentukan bahwa apabila ada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai. Ini menurut (Soesilo 1997) adalah penjelmaan slogan  kuno  yang  menyebutkan:  Lex Specialis derogate legi generalis, yang artinya: undang-undang  khusus mengesampingkan undang-undang yang umum.

Perbuatan berkelanjutnya sebagaimana Pasal 64 KUHP, menentukan:

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
Ketentuan Pasal 64 KUHP sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan, apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat menurut (Sugandhi 1980) sebagai berikut:

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusannya;

2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;

3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, maksudnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama.
 Pasal 64 KUHP bahwa jika beberapa perbuatan pidana bertalian satu dengan yang lainnya sehingga mereka harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, diterapkan stelsel absorbsi. Dalam ilmu pengetahuan perbuatan berlanjut dipandang ada jika, bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dan lainnya tidak terlalu besar dan diakibatkan oleh satu kehendak. Arti praktis dari seluruh ketentuan tentang perbarengan maka makin lama makin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Arti praktis justru sebaliknya sebanding dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam ilmu pengetahuan untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang timbul. Alasan makin berkurang arti praktisnya dari ketentuan perbarengan menurut (Sugandhi 1980) karena dalam praktik hakim menjatuhkan pidana jauh di bawah ketentuan maksimum yang berlaku. Padahal, ketentuan perbarengan adalah penting   terutama   untuk   menentukan diizinkan   pidana maksimum berdasarkan undang-undang.  

Pasal 65 KUHP menentukan:

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

(2) Maksimum  pidana  yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
Menurut (Soesilo 1997) mengenai ketentuan pasal 65 KUHP, mengemukakan sebagai berikut:

Ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan=concursus realis. Jika seorang pada suatu hari dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiga.

Hanya   Pasal   63   ayat  (2)   KUHP dan Pasal 64 KUHP lah yang masih merupakan bagian dari ajaran umum yang mempunyai arti dalam praktik. Selanjutnya   untuk   pelanggaran   Pasal 63 ayat (1) KUHP dalam hal-hal tertentu masih mempunyai relevansi.

Ady Priyo Leksono oleh Pengadilan Negeri Kudus diputus telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP, sebagai aturan yang bersifat umum dan melanggar Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011 sebagai aturan yang bersifat khusus. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, bahwa apabila ada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai yang dikenal dengan asas “lex spesialis derogat legi generalis”, maka yang diterapkan adalah ketentuan Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011 dengan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun  atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana diawali dari surat dakwaan jaksa menurut Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP adalah “pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Jaksa sebagai penuntut umum menurut Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP adalah “jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. 
Jaksa diberi wewenang untuk melakukan penuntutan, penuntutan yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP “adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana yang diperiksa adalah surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. 
Ketentuan Pasal 143 KUHAP dapat dijelaskan bahwa surat dakwaan harus dibuat memenuhi dua syarat yaitu : 

a) Syarat Formil diatur dalam Pasal  143 ayat (2) a KUHAP yang mencakup : 

(1) Diberi tanggal. 

(2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. 

(3) Ditandatangani oleh Penuntut Umum. 

b) Syarat Materiil Bahwa menurut Pasal  143 ayat (2) b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (tempus delicti) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (locus delicti). Adapun pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap adalah Cermat berarti dalam surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan/ kekeliruan (Ayuningsih 2008).
Jaksa sebagai penuntut umum setelah menerima pelimpahan BAP dari penyidik, melakukan pemeriksaan dan jika berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan lengkap, maka penuntut umum membuat surat dakwaan. Surat dakwaan digunakan sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.
Dakwaan seharusnya disusun secara subsidairitas. Dakwaan Subsidairitas/ Bersusun-Lapis Terminologi dakwaan subsidairitas dalam praktik peradilan disebut sebagai dakwaan pengganti, dakwaan “subsidair ten laste Legging”, dan sebagainya. Dakwaan subsidairitas dapat didefenisikan sebagai : “Surat dakwaan Penuntut Umum yang memuat beberapa dakwaan yang disusun berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai kepada dakwaan tindak pidana yang lebih ringan atau biasa juga diartikan, dakwaan berikutnya sebagai cadangan dari dakwaan teratas dan membuktikan dakwaan yang lebih serius maka pemeriksaan dialihkan terhadap dakwaan yang lebih ringan apabila untuk itu cukup alat buktinya (Nugroho 2019).
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dakwaan penuntut umum jika didasarkan pada ketentuan Pasal  154 UU No. 1  Tahun  2011 yang mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman, telah sesuai karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi di antaranya unsur yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya, namun karena jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal  378 KUHP, maka hakim dilarang memutus suatu perkara yang tidak didakwakan. Hal ini berarti bahwa kelayakan atau kepatutan pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2011 untuk didakwakan, bahwa jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi asas kecermatan dan kepatutan, bahwa jika pelaku menjual kaveling tanah dengan cara mengedarkan brosur yang isinya tanah milik penjual dan dalam waktu dua tahun sejak transaksi sertifikat tanah dijamin terbit atas nama pembeli.
Ketentuan Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011, meskipun keseluruhan unsur telah terpenuhi, hakim dalam putusannya menyatakan Ady Priyo Leksono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 376 KUHP sebagai penipuan. Apabila dikaitkan dengan eksaminasi putusan hakim, berarti ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan/hakim (Taruna 2012). Eksaminasi sebagai ujian atau pemeriksaan terkait dengan produk badan peradilan dalam hal ini produk pengadilan atau hakim. Eksaminasi juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam melihat dan menyelesaikan persoalan atau perkara sejenis, sehingga dapat pula meningkatkan kualitas penegakan hukum (Idris 2017).
Putusan pengadilan perlu diuji atau diperiksa dengan tujuan untuk mengetahui, sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim yang tidak memutuskan terdakwa Ady Priyo Leksono melanggar ketentuan Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011 meskipun telah memenuhi unsur.
Namun oleh karena jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tersusun dalam dakwaan tunggal, jika dikaitkan dengan ketentuan asas ultra petita, bahwasannya penjatuhan putusan oleh Majelis hakim atas suatu perkara dilarang melebihi apa yang telah ada didalam tuntutan atau dakwaan yang telah diajukan oleh jaksa Penuntut umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh Jaksa penuntut umum.  
Ultra petita adalah melebihi yang diminta (Irwan 2020). Ultra petitum dilarang sehingga putusan-putusan judec factie yang dianggap melanggar atau keluar dari norma dan asas kepatutan atau kebenaran dengan alasan “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (ultrapetitum partium non cognoscitur) (Irwan 2020). Hal ini berarti bahwa eksaminasi terkait dengan putusan hakim/pengadilan yang perlu diuji atau diperiksa, terdapat suatu batasan, bahwa hakim tidak boleh memutuskan lebih dari apa yang telah didakwa atau dituntut, karena jelas melanggar asas ultra petita.
PENUTUP

KESIMPULAN

1.  Dasar pertimbangan JPU mendakwa ADY PRIYO LEKSONO dengan Pasal   378   KUHP   dalam   kasus yang diputus dengan putusan Nomor 124/Pid.B/ 2019/Pn Kds., karena tindakan Ady Priyo Leksono menurut persepsi JPU telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP.
2. Kelayakan atau kepatutan Pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2011 untuk didakwakan, karena JPU dalam membuat surat dakwaan, belum memenuhi asas kecermatan dan kepatutan. Bahwa  terdakwa telah menjual kaveling tanah yang belum terselesaikannya status hak atas tanahnya, tindakan Terdakwa pada kenyataannya telah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011 sebagai perbarengan tindak pidana.

SARAN

Jika suatu saat terjadi kasus yang sama  yakni kasus penipuan dengan objeknya jual beli kaveling tanah yang belum terselesaikan status hak atas tanahnya hendaknya dakwaan Penuntut Umum seharusnya disusun secara subsidair dengan penerapan sanksi pidana terberat yakni melanggar ketentuan Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011 yang mengatur tentang perumahan dan Kawasan permukiman, sebagai suatu perbarengan tindak pidana sebagaimana Pasal 63 ayat (2) KUHP, dengan asas lex spesialis derogat legi generalis, yakni aturan yang bersifat umum (Pasal 378 KUHP) ditiadakan oleh aturan yang bersifat khusus (Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman) maka penerapan hukuman terhadap pelaku dapat dijatuhkan pidana secara maksimal. 
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